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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA 
ANTARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

DENGAN 
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
Nomor : 120 – 8 -2019 

Nomor : 120 – 78/GSB - 2019 
 

Tanggal 7 Agustus 2019 

 
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

 

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu 
Sembilan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

 
1. a.  Nama  :  HENDRA IRWAN RAHIM. 

     Jabatan  :  KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT. 

     Alamat Kantor :  Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang. 
 

b.  Nama   :  DARMAWI. 

     Jabatan  :  WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT. 
     Alamat Kantor :  Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang. 

 
c.   Nama  :  GUSPARDI GAUS 

     Jabatan  :  WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 

     Alamat Kantor :  Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang 

 
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 
2. Nama   : IRWAN PRAYITNO 

Jabatan   : GUBERNUR SUMATERA BARAT 
Alamat Kantor  : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang 
 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat. 

 

Mengingat : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 1646); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4356); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5256); 

7. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   5679 ); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4866); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4637); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tatacara 

Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta 

Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4701); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5309); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan 

Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5413); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747); 

14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing; 

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan 

di Dalam Negeri; 

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan 

di Dalam Negeri; 

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 

PER.16/MEN/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro; 

20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 

PER.17/MEN/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro; 

21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Pelatihan Kerja Nasional di Daerah; 

22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi; 
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23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 

Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama; 

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6                  

Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 

Pekerja/Buruh Perusahaan; 

27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota; 

28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; 

29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 

30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 

31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Standar Balai Pelatihan Kerja; 

32. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan 

pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan                     

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat 

pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-

undangan. 
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Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tentang tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir, kami setujui untuk 

disepakati menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, 

bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan 

Bersama ini. 

 
GUBERNUR  

SUMATERA BARAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

Ketua, 
 

 
IRWAN PRAYITNO HENDRA IRWAN RAHIM 

  

Wakil Ketua, 
 

  

 
DARMAWI 

Wakil Ketua 
  

Wakil Ketua, 

 
  

 

GUSPARDI GAUS 
Wakil Ketua 

 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DPRD 
PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

 
                R A F L I S 


